BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan
Fikih Mewaris maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bagaimana pembagian waris menurut hukum adat Desa
Pemulutan ialah isteri sebagai ahli waris tunggal setelah
kematian suami, apabila isterinya yang meninggal suami yang
menjadi ahli waris tunggal dan apabila keduanya meninggal
maka harta warisannya diberikan kepada anak-anaknya
dikarenakan kebiasaan adat yang sudah berlaku dan masih
sangat kental di Desa Pemulutan.

2. Bagaimana Tinjauan Fikih Maearis terhadap pembagian harta
waris di Desa Pemulutan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan
yang ada di Al-Quran dan Hadits sedangkan dalam Syariat Islam
setelah kematian suami, isteri mendapatkan % bagian dari harta
warisan jika tidak memiliki anak akan tetapi jika memiliki anak
isteri mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Dan apabila isterinya
yang meninggal suami mendapatkan %2 bagian jika tidak
memiliki anak apabila suami memiliki anak ¥ bagian dan sisa

harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti
mengemukakan saran-saran seperti di bawah ini kepada :

1. Masyarakat Desa Pemulutan .

Adat memang aturan yang tertulis. Pembagian waris yang
ada pada masyarakat Desa Pemulutan tengah masih menggunakan
hukum adat, Yaitu pembagian waris dengan ketentuan isteri sebagai
ahli waris tunggal setelah kematian suami. Disini ahli waris lainnya
yaitu anak-anaknya belum mendapatkan harta warisnya. Dan baru
akan mendapatkan harta warisan setelah ibu (isteri pewaris) mereka
meninggal. Pembagian waris secara adat yang telah ada pada
masyarakat Desa Pemulutan memang di rasa menyimpang dari
hukum Islam. Hendaknya Masyarakat Desa Pemulutan tidak terlalu
kaku dalam memelihara adat yang ada di masyarakat.

Pada kasus pembagian waris yang ada di desa pemulutan
harta waris hanya di kuasai oleh isteri saja, padahal pewaris juga
memiliki anak yang ditinggalkan. Seharusnya setelah kematian
pewaris semua harta warisnya segera di bagikan kepada warisnya.
Dan disini anak-anaknya belum mendapatkan hak warisnya, pada
kasus tersebut beberapa ada yang anak-anaknya masih belum
berkecukupan kehidupan rumah tangganya. Maka seharusnya harta
peninggalan suami sudah di bagikan kepada anak-anaknya yang

sudah berhak menerima bagian masing-masing. Sehingga
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kehidupan perekonomian merekapun dapat ditingkatkan lagi.
Seharusnya pembagian waris menurut syariat Islam yaitu Isteri
memperoleh bagian 1/8. Dan selebihnya adalah bagian untuk anak-
anaknya. Dengan perbandingan bagi anak laki-laki mendapatkan 1
bagian dan perempuan mendapat ¥z bagian.
2. Khalayak Umum

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensip tentang
hukum kewarisan adat masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh
karena itu penyusun berharap agar penelitan — penelitan mengenai
hukum waris adat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kota
Palembang senantiasa di kaji untuk menambah khazanah keilmuan
dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh
dalam sendi-sendi kehidupan. Hal ini dikarenakan banyaknya
perbedaan sistem pembagian warisan antara satu daerah ke daerah
lain, faktor yang mempengaruhi sistem kewarisan tersebut berbeda
pula antara satu dengan yang lain. Dari hal tersebut, tentunya akan
menarik kewarisan adat yang ada di Nusantara di kaji secara

mendalam dan komprehensif.
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